GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan Pasal 111 ayat (Sj Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Gubernur Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menyemp*jumakan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran jPendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 se$uai dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6148 Tahun 2022 tentang
Evaluasi Rancangan Perat@ran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi dan ketentuan umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023; Hf




Mengingat

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang—pndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 T;ahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatéra Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Iﬁdonesia Nomor 1814);
Undang-Undang Nomor 17 'i‘ahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lemﬁaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) scbagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang—q?ndang Nomor 2 Tahun 2020
tentang penetapan Peraéturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 ﬁ‘ahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan | Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan @ Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516); |
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembanguna;jq Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Ijndonesia Nomor 4421); W




10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lem]jaaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Norxflor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Rzepublik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Norhor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepjéla Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Repub]ik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nonilor 23  Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Bad}an Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Repuﬁﬁk Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah§ dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tent%\ng Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan U@um (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 No%;nor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nfomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomojr 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomoir 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Niomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasaljl Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara %Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041); M




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Hak
Keuangan dan Administratijf Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daeral%a (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Noﬁnor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaﬁan Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109,% Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6?24);

Peraturan Pemerintah No1%nor 12 Tahun 2019 tentang
‘ Republik
Indonesia Tahun 2019 Nc%mor 42, Tambahan Lembaran

Pengelolaan Keuangan Daerfj;lh (Lembaran Negara

Negara Republik Indonesia meor ©6322);

Peraturan Pemerintah No@or 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi iPenyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam jNegeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolagm Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

(Berita Negara Republik Indo
Peraturan Menteri Dalam

tentang Pedoman Teknis

nesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Evaluasi
Pendapatan dan Belanja
Daerah tentang Perubahan /
Daerah, Rancangan Pera
Penjabaran Anggaran Pend:
ala Daerah tentang Penjabaran
patan dan Belanja Daerah (Berita
ahun 2021 Nomor 431); t“x/

Rancangan Peraturan Kep
Perubahan Anggaran Penda
Negara Republik Indonesia T

Peraturan Daerah tentang Anggaran

Daerah, Rancangan Peraturan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
turan Kepala Daerah tentang
gpatan dan Belanja Daerah, dan




20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusuﬁan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomojr 972);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2021 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menetapkan :

DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pa$a1 1

Dalam Peraturan Daerah ini yéng dimaksud dengan:

1.
2.

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi adalaﬁ Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan. |

Gubernur adalah Gubernur ESumatera Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Sﬁelatan.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanazin, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelapor@, pertanggung-jawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai
petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam
penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi Pegawai Negeﬁ Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi
Pemerintah. | w




Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan

Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp10.744.536.321.400,00 (sepuluh triliun
tujuh ratus empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh
enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah),
yang bersumber dari : :

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. lLain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah se‘t?agaimana dimaksud dalam Pasal
38 huruf a direncanakan sebesar Rp5.608.776.752.400,00
(lima triliun enam ratus delapan miliar tujuh ratus tujuh
puluh enam juta tujuh rahls lima puluh dua ribu empat
ratus rupiah) yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah; |

c. Hasil Pengelolaan Kekaya@ Daerah yang Dipisahkan; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan éebesar Rp4.149.362.000.000,00
(empat triliun seratus empa;t puluh sembilan miliar tiga ratus
enam puluh dua juta rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaiména dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp9.227.594.873,00 (sembilan miliar
dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh
empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekay?an Daerah yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud paéla ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp164.439.441.509,00 (seratus enam puluh empat
miliar empat ratus tiga pﬁluh sembilan juta empat ratus

empat puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah).

4




(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rpl1.285.747.716.018,00 (s%atu triliun dua ratus delapan
puluh lima miliar tujuh ratps empat puluh tujuh juta tujuh

ratus enam belas ribu delapan belas rupiah).
Paéal S

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp5.132.219.569.000,00 (lima
triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan belas
juta lima ratus enam puluﬁ sembilan ribu rupiah), yang

terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanékan sebesar Rp3.540.000.000,00
(tiga miliar lima ratus empat pdluh juta rupiah) yang terdiri atas
Pendapatan Hibah. |

Paé.al 7
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rpl10.511.755.061.4 12%,00 (sepuluh triliun lima ratus
sebelas miliar tujuh ratus lima jpuluh lima juta enam puluh satu
ribu empat ratus dua belas rupiéh) yang terdiri dari:
a. Belanja Operasional; ‘
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a direncanakan  sebesar
Rp5.419.098.902.515,00 (lima triliun empat ratus sembilan
belas miliar sembilan puluh§ delapan juta sembilan ratus dua
ribu lima ratus lima belas rlipiah) yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan J asai

c. Belanja Bunga; dan f‘j/
d. Belanja Hibah.




()

(1)

Belanja Pegawai sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2.764.489.220.825,00 (dua triliun
tujuh ratus enam puluh er%xpat miliar empat ratus delapan
puluh sembilan juta dua raf:us dua puluh ribu delapan ratus
dua puluh lima rupiah). |

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.261.248.587.690,00
(dua triliun dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus
empat puluh delapan juta |lima ratus delapan puluh tujuh
ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas
miliar rupiah).

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp377.361.094.000,00 (tiga ratus
tuyjuh puluh tyjuh miliar tfiga ratus enam puluh satu juta
sembilan puluh empat ribu rupiah).

Paéal 9

Anggaran Belanja Modal se‘tﬁ)agaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b direncanakan §ebesar Rp1.288.129.124.777,00
(satu triliun dua ratus delafaan puluh delapan miliar seratus
dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu tujuh
ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Bangunanidan Gedung;

d. Belanja Modal Jalan, Janngan dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap %Lainnya; dan

f. Belanja Modal Aset Lainnya.

Belanja Modal Tanah sebaéaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sel:jtesar Rp6.210.352.941,00 (enam
miliar dua ratus sepuluh Juta tiga ratus lima puluh dua ribu
sembilan ratus empat puluhj satu rupiah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b  direncanakan  sebesar
Rp292.531.147.223,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar
lima ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh tujuh

ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah). v




(4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana

(6)

dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar

Rp353.308.840.131,00 (tiga§ ratus lima puluh tiga miliar tiga

ratus delapan juta delapan

tiga puluh satu rupiah).

ratus empat puluh ribu seratus

Belanja Modal Jalan, Jarjingan dan Irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

%huruf d direncanakan sebesar

Rp567.582.191.500,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar

lima ratus delapan puluh cﬁua juta seratus sembilan puluh

satu ribu lima ratus rupiah).
Belanja Modal Aset Tetap

(1)
Rp66.396.592.982,00 (enan

pada ayat

sembilan puluh enam juta

ribu sembilan ratus delapan

Belanja Modal Aset Lainny

huruf

Lainnya sebagaimana dimaksud

e direncanakan  sebesar
1 puluh enam miliar tiga ratus
lima ratus sembilan puluh dua
puluh dua rupiah).

ra sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf { direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00

(dua miliar seratus juta rug

Pas

yiah).

al 10

Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c¢ direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00

(enam belas miliar rupiah).

(1)

(2)

Pasal 11

Anggaran  Belanja transfer sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d direncanakan  sebesar

Rp3.788.527.034.120,00 (ti
puluh delapan miliar lime
tiga puluh empat ribu seratt
dari:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangs
Belanja Bagi Hasil sebaga
huruf a direncanakan sebes
triliun sembilan ratus emp
sembilan puluh juta tujuh

enam ratus enam puluh tujt

ga triliun tujuh ratus delapan
5 ratus dua puluh tujuh juta
1s dua puluh rupiah), yang terdiri

n.
imana dimaksud pada ayat (1)
sar Rpl1.943.590.766.667,00 (satu
vat puluh tiga miliar lima ratus

1 ratus enam puluh enam ribu

1h rupiah). M4
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(8) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan  sebesar
Rp1.844.936.267.453,00 (Sétu triliun delapan ratus empat
puluh empat miliar sembilah ratus tiga puluh enam juta dua
ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga

rupiah).
PaSal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp499.2 18.740.012,00 (empat ratus
sembilan puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas
juta tujuh ratus empat puluh nbu dua belas rupiah) yang terdiri
dari:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.
Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp133.218.740.012,00 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus

delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua belas

rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya.

Pasal 14
Anggaran Pengeluaran Perdbiayaan Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp366.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar

rupiah) yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang
Jatuh Tempo. |

Pasal 15
(1) Selisth antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan
Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus
sebesar Rp232.781.259.988,00 (dua ratus tiga puluh dua
miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima

puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan

rupiah). M




(2)

(1)

“11-

Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeiuaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp232.781.259.988,00 (dua ratus tiga puluh dua
miliar tujuh ratus delapan épuluh satu juta dua ratus lima
puluh sembilan ribu sembﬂan ratus delapan puluh delapan
rupiah). ‘

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannyé dan/atau pengeluaran melebihi
pagu yang ditetapkan dalém Peraturan Daerah ini, yang
selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja D:aerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2023, dengan cara terlebih dahulu
melakukan Perubahan Pelj'aturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah selanjumya disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran. |

Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi: |

a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial
dan/atau Kejadian Luar Biasa;

b. Pelaksanaan Operasi Pen¢aﬂan dan Pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan Sarana/ PraSarana yang dapt mengganggu
kegiatan pelayanan publik

Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggar?nnya belum tersedia dalam satu
tahun anggaran berjalan;:

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib antara lam pembayaran hutang pekerjaan
yang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran
lainnya yang sudah jatuh% tempo;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan t1dak dapat diprediksi sebelumnya,
serta amanat peraturan ﬁerundang—undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyar?kat. f'i/
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PaSal 17
Uraian lebih lanjut Anggaran %Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pésm 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak térpisahkan dari Peraturan Daerah
ini yang terdiri dari: }

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran I

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI Daftar Pinjan

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;%

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBb Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Oréanisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis  Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi,  Belanja

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Beserta Kelu;aran;

Rekapitulasi

Keselarasan

Menurut Urusan

Kegiatan

Daerah
Keterpaduan

Untuk
Urusan

Belanja

dan

Pemerintah

Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi
Sinkronisasi
APBD;

Sinkronisasi

Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Program pada RPJMD dengan

Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;

Sinkronisasi,

Program  Prioritas Nasional

dengan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan,;

Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;

Daftar
Pengurangaf
Lain;

Daftar Sub
Years);
Daftar Dana

Pérkiraan

Penambahan dan

1 Aset tetap daerah dan Aset Lain-
Kegiatan Tahun Jamak (Multy

Cadangan; dan

4

nan Daerah.
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Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan B%:lanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang méngetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provai Sumatera Selatan.

Ditefapkan di Palembang
Pada tanggal 14; Besember 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN%

/4 (4 H. HERMAN DERU
Diundangkan di Palembang ‘
Pada tanggal 14 Pesember 2022
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

—
S.A. SUPRIONO ;
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SE)LATAN TAHUN 2022 NOMOR .7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (7=269/2022),.




